I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya arus pertumbuhan globalisasi, industrialisasi dan adanya perdagangan
bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia yang juga
berdampak pada beragamnya jenis tindak pidana. Tindak pidana tersebut tidak
hanya menyentuh publik tetapi juga pribadi individu manusia. Adanya ketidak
seimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama

penyebab berbagai macam tindak pidana.

Salah satu pihak yang paling dirugikan akibat hal tersebut adalah anak-anak. Anak
merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan
perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi
penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri
ini. Dengan demikian, anak yang belum matang secara mental dan fisik,
kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan
yang benar adanya suatu kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi
dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak

yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.®

Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta.
2005.him.4.



Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang
menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan
terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh
orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri.
Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya
diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah
kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang
wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi

tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.’

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia
yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak
pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana
pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih
dibawah umur. Oleh karena perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma
fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa

berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang
mengatur:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya,
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur
wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa
belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.

“Primautama Dyah Savitri. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan
Obor. Jakarta. 2006. him.11



(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita
itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti

tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.
Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan
selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku
orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek
kehidupan. Oleh karena itu Nomor 23 Tahun 2002 diberlakukan dalam rangka
pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak
atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak
yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan

hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang
digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan
antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam
pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan
nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai
ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting
perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk

menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus,



dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya.

Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.®

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban pencabulan
dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional,
regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan
koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam penghapusan
kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat
ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan
program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari
hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan

dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data nasional Komisi Perlindungan Anak (KPA) maka diketahui
bahwa pada tahun 2010 terjadi sebanyak 3.652 kasus pencabulan anak di
Indonesia, meningkat menjadi 4.217 kasus pada tahun 2011 dan kembali

mengalami peningkatan menjadi 5.078 kasus pada tahun 2012.*

Data di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih
belum mampu secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada anak,
bahkan jumlah anak yang menjadi kroban pencabulan mengalami peningkatan.
Padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap
pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun demikian pada

pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada

¥ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994.
him. 12-13

“www.kpa.go.id.artikel.peran negara dalam perlindungan anak.html. Diakses 14 Juli 2013.



pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya

perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban
pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme
perlindungan hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau menjad korban
pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan
reintregasi anak korban pencabulan. Caranya antara lain dengan mengutamakan
pendekatan yang baik kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan dalam
keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis
terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadai korban
pencabulan biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu

perkembangan kejiwaan mereka.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai
hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu
dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama,
etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari
kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang
pada akhirya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindugi
kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau
norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melenggar aturan hukum
dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti
kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana

akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.



Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang
mersepon kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya
kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman,
ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah indonesia melalui badan dan atau
instansi-instansi  beserta aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan
upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan

berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Pentingnya kajian mengenai perbandingan bentuk perlidungan hukum terhadap
anak sebagai korban pencabulan dalam penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan mengenai hak anak sebagai korban pencabulan dalam
memperoleh  perlindungan sebagai hak-hak mereka. Beberapa bentuk
perlindungan tersebut di antaranya adalah mendapatkan upaya rehabilitasi, lalu
mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, dan
pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, serta pemberian aksesibilitas

untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak selalu
dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.
Sementara itu di sisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas,
sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat
sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan

dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak



jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena imbas dari sistem peradilan
yang tidak netral, seperti misalnya terkait persoalan politik dan uang. Oleh karena
itu diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan
yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencari keadilan

khususnya dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas penuliskan melakukan penelitian dalam skripsi yang
berjudul: ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana
pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak?

b. Apakah perlindungan hukum anak dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002

sudah dapat memenuhi kepentingan hukum anak sebagai korban tindak pidana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian mengenai
perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ruang
lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2013 dengan wilayah penelitian yaitu

wilayah hukum Kota Bandar Lampung.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak
pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak dalam Undang Nomor 23 Tahun

2002 memenuhi kepentingan hukum anak sebagai korban tindak pidana

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara

praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum
pidana, dengan kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban
tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum
terhadap anak yang menjadi korban pencabulan sebagai upaya untuk
memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau
dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya
penelitian hukum®. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam
situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.101
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan
bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus
demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan
dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik,
mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan
kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh,
memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta

berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari
janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1) Nondiskriminasi;

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

b. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman
Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro,
unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure),

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).
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a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta
lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi
Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim
hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim
dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar

atau dilaksanakan. ©

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun
demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks
sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka

ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas

6 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994,
him.76.
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keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan

hukum. ’

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut oleh Sudarto
sebagai model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi
orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan
meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan
penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak
menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan
dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime
control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. ®

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana
substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam
bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan
nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

2. Konseptual
Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian®. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

" Ibid, him. 77.

8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him.7.
% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103
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a. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi‘®

b. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan®*

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi
siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran
norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak
sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku®?

d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana®.

e. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang
dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak
diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat
negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri

dan kehilangan kesucian®*

10 pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1 pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

12 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 54

13 pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

4 Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation.
Jakarta. 2005.hIm.2.
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai

berikut:

v

PENDAHULUAN
Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar
Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian perbandingan

hukum, perlindungan hukum terhadap anak, tindak pidana dan pencabulan

METODE PENELITIAN
Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari
Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel,

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil
penelitian, yang terdiri dari bentuk perlindungan hukum terhadap anak
korban tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perlindungan hukum anak
dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002 memenuhi kepentingan hukum anak

sebagai korban tindak pidana
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PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



